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KATA PENGANTAR

‘ Puji syukur kami panjatkan kebadirat Yang Maha Kuasa, Jumal PTK edisi
dihadapan para pembacn. Peningkatan relevansi lulusan sekolah kejuruan dengan
selalu diupayakan. Demilian pula setela),

mempelajari lingkungan kerja
teknologi.

No. 16 ini dapat hadir
kebutuhan pemakai periu
lulusan bekerja, mereka perlu mempunyai kemampuan untuk dapat
yang selalu berubah atau berkembang, utamanya perkembangan ilmu dan

Selaras dengan tuntutan-tuntutan di atas, beberapa artikel dalam Jumal PTK edisi No. 16 ini
menyajikan hasil penelitian dan kajian teoritis, antara lain tentang manajemen pemasaran dan penelusuran
lulusan, pelaksanaan PSG dalan era desentralisasi pendidikan, survey kemampuan nilai tambah formal lulusan

Prodi Pendidiken Tcknik Elektro. Terkait dengan bahan ajar kejuruan, disuguhkan artikel penelitian tentang
perbaikan sistim kelistrikan otomotif, identifikasi faktor-faktor kemampuan troubleshooting elektronik untuk
penyusunan deskripsi perkulishan. Pembelajaran kewirausahaan dalam aspek persiapan, khususnya pemilihan
bahan ajar, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran sebagai hasil penelitian di SMK juga disajikan.

Hasil penelitian rentang efektifitas strategi pembelajaran dengan pendekatan “Meta Analisis” disajikan
juga dalam edis: No. 16 ini. Sebagai pengayaan disajikan pula tinjauan teoritis tentang seni dan teknologi dalam
aspek eksistensi dan pengembangannya. Artikel lain yang dissjikan dalam edisi ke 16 ini adalah tentang
sosialisaSi teknologi nuklir sebagai sumber cnergi listrik altematif. XN

“Dewan redaksi menerima kiriman artikel utamanya yang terkait dengan hasil penelitian dm@.?nh di
bidang teknologi dan kejuruan. Semoga edisi Junal JPTK selalu dapat memenuhi harapan pembaca. Amin.

Dewan Redaksi.
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P
LAN
PADA SEKOLA v AN PENDIDIKAN SISTEM GANDA (PSG)

‘AH MENENG
TERHADAP KEBIjAK AN
DI DERAW

AI-ll) KEJURUAN DAN ANTISIPASINYA
1o DESENTRALISASI PENDIDIKAN
TIMEWA YOGYAKARTA

Sutarto Hp *)
Julia Asta Dewi**)

Abstrak

Desentralisasi idi
pendidikag,
aturan yang se?a.ra Jelas dan !ega'.ir .::2: jadi
(SMK). Pengajaran SMK yaf:g se.fm'nJh i
competency-based curriculym ks

gai kﬂl‘}?i&uensi dari kebijakan otonomi daerah sampai saat ini belum ada
Ju }an ;?elakrgnaannya, termasuk untuk Sekolah Menengah Kejuruan
crorientasi ke broad-based curriculum juga harus berorientasi

e A 'an
bisnis dan indust-i, Untuk itu yang relevan dengan perkembangan teknologi dan dan kebutuhan yang ada di dunia

perlu selalu diupayakan de; j
an h i

Esensi desentrah‘.vfs o o
wewenang. Dalam konteks pend,
individu atau unit individu ya
di SMK, maka individu o it i
: s i 'au unit Vi
instruktor, dan majelis sekolah, i

maka : :
ara pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang berorientasi ke kompetensi

i F:_Z:;:i:lkﬂn! 'a'dafah seia_ras dengan makna otonomi daerah yaitu pelimpahan
o it » pelimpahan wewenang ini mencakup pelimpahan wewenang pada semua

g terlibal dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dengan fokus pelaksanaan PSG
4 itu adalah kepala sekolah, guru, siswa, pihak industri khususnya

Artikel ini i -
PSG dan axii:?;s:_’;;?’“ﬁf:ﬂ dﬁtﬂ{{m berdasarkan penelitian di tahun 1999/2000 tentang potret pelaksanaan
Pendidikan Teknik Ban adap Bbyflka.n desgmrah’sasf pendidikan di SMK Negeri se DIY untuk jurusan
Sekolah; (3) pe Ie!o! 3"”‘f"- S.e."-'ﬂra_rmcl deslfrzpsi mencakup: (1) peran kepemimpinan SMK; (2) peran Majelis
pis i ng . aan proses belajar mengajar di SMK dan di DU/DI; (4) pelaksanaan uji kompetensi; dan (5)
pasi semua pihak yang, terkait dalam pelaksanaan uji kompetensi dalam konteks desentralisasi pendidikan.

Kata kunci: Sekolah kejuruan, sistim ganda, desentralisasi pendidikan.

Pendahuluan _
Seiring tuntutan reformasi, implementasi kebijakan
desentralisasi saat ini sudah menjadi keharusan.
Pemerintah telah mengeluark0an Undang-undang No.
22 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah untuk
melaksanakan penyeleggarakan pemerintah secara
otonom. Kebijakan ini merambah ke sektor
pendidikan dalam wacana desentralissi pendidikan,
termasuk di dalamnya Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK). Desentralisasai pendidikan -:Iimalmair
pelimpahan kewswnangan untuk mengatur dan ;
merencanakan program pendidikan yang mcnjadl_
wewenangnya. Untuk SMK kewenangan ini tentunya
termasuk didalamnya kewenangan merencanakan dan
melaksanakan Pendidikan Sistem Ganda (PSG).
Artikel ini menyajikan deskripsi _tcntans potret
pelaksanaan PSG dan antisipasinya terhadap

kebijakan desentralisasi pendidikan di SMK Negeri se
DIY untuk jurusan Pendidikan Teknik Bangunan.

Sampel penelitian ini sama dengan populasi dari
seluruh SMK di DIY yang mempunyai jurusan
Teknik Bangunan, yaitu sejumlah 6 sekolah: SMK -2
Yogyakarta, SMK 3 Yogyakarta, SMKN 2 Depok,
SMKN 1 Sayegan, SMKN 2 Pengasih, da SMKN 2.
Wonosari. Adapun deskripsi dalam penelitian ini

‘mencakup: (1) peran kepemimpinan SMK; (2) peran

Majelis Sekolah; (3) pengelolaan proses belajar
mengajar di SMK; (4) pengelolaan proses belajar
mengajar di DU/DI; (5) pelaksanaan uji kompetensi;
dan (6) antisipasi semua pihak yang terkait dalam
pelaksanaan PSG dengan esensi desentralisasi
pendidikan. Pengambilan data dan olah data dalam.
penelitian ini dilakukan .oleh utamanya oleh-
mahasiswa dengan bantuan dosen pembimbing. -

Toraeer Pt ' FTUNY
y —rsan Pendidikan Teknik Bangunar
')')D ﬁ?;?aﬁ‘;m Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan FI’ UNY
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Peran Kepala Sekolah
Peran Kepala Sekolah
Peran kepala sekolah
desentrralisasi  sangat
sekolah harus tzrdorong unt o
(internal driven), ysitu memotivasi dan memifasilitas

selalu mcmnglagkan

guru, staf, dan siswa untuk
kemampuan mereka. Keluar, kepala selolah juga

harus terdorong untuk menggalang kerjasama dengan
DU/DI, asosiasi terkait, pemerintah setempat, sponsor

dan sejenisnya (external driven), khususnya n]enggnii
sekolah, Direktorat

dana untuk pengembangan )
Menengah Kejuruan (1995) telah menetapkan tujuh
peran kepala SMK yang profesional , yaitu ia harus
dapat  berperan sebagai mananajer, !ef:rder,
administrator, ~entreprenéur, supervisar, climate
maker, dan educator.

Peran Kepala Sckolah sebagai manajer dalam
penelitian ini dijabarkan mencakup aspek pemahaman
visi PSG, misi PSG dan kelima fungsi utama manajer
(perencanaan program, pengorganisasian,
penempatan staf, penggerakan, dan pengendalian.
Hasil penelitian menunjukan untuk sspek perumusan
visi PSG untuk SMKN 2 Depok dan SMKI‘:I 2
Wonosari termasuk katagori baik, yaitu masing-
masing menyebutkan: wGMKN 2 Depok ménjadi
tempat pendidikan dan pelatihan (diklat) yang
terdepan dan terbaik dalam memenuhi kebmuhar!
pasar” dan * SMK yang terbaik dari yang baik™. Dari
ke 6 SMKN telah melaksanakan ke lima fungsi utama
manajemen dengan baik.

Peran kepala sckolah setagai pemimpin dijabarkan
mencakup  aspek keteladanan dan integri
komitmen, kemampuan memotivasi, pengambilan
keputusan, kemampuan mengkomunikasikan
gagasan, dan pendelegasian wewenang. Secara
keseluruhan ke 6 SMKN telah melaksanakan aspek-
aspek ini. Sikap proaktif dalam aspek integritas dan
kreatif dalam aspek pengambilan keputusan hanya
terlaksana secara baik di 3 SMKN, yaitu SMKN 1
Sayegan, SMKN 2 Pengasih, dan SMKN Wonosari.
Peran kepala sckolah sebagai pendidik mencakup
aspek sikap tcbagai pendidik, bimbingan dan
pembinaan, dan membuka diri untuk berkonsultasi.
Semua aspek ini telah terlaksana dengan baik oleh ke
6 SMKN di DIY.

Peran kepala sekolah sebagai wirausaha dijabarkan
mencakup aspsk kemampuan analisis peluang,
promosi sekolih, melalukan manuver/terobosan,
kemandirian, optimalisasi unit produksi. Semua aspek
kewirausahaan ini telah terlaksana dengan baik di 6
SMKN. Selanjutnya peran kepala seolah sebagai
supervisor menzakup aspek perencansan supervisi,
kualitas dan intensitas supervisi, dan tindak lanjut.
Semua aspek supervisi ini sudah terlaksana dengan
baik di 6 SMKN yang diteliti.

dalam Pelaksanasn PSG
dalam menyongsong
kepala

12

kepala sekolah sebagai pencipta ikj;
l:er::akuppupck pencipts iklim scjuk di “kﬁla?
" phisik dan phisis, kondisi ]Jc!aksnnm Proses
bcmtai:r mengajar  Yng kondusif,  sinkronisag;
pandangan sekolah dan Dl{fDl terhadap PSG yang
diujudkan dalart b?“mk kerjasama. Semua aspek i
telah terlaksana di 5 SMKN deagan baik. Peran
kepala sekolah scbagal sdministrator mencakup aspey
menciptakan tat& tertib sekolah: administrasi program,
pengajaran, ketatausahaan, kesiswaan, pengajaran

dan p , dan hubungan dengan DU/D,
Semua aspek ini telah terlaksana dengan baik.

ala Sekolah Dalam l(_onielu

Desentrnlisssi Pendidikan
Beberapa  literatur menjelaskan  pada  intinya

desentralisasi pendidikan paling tidak mencakup

Sikap Kep

_ enam (6) kewenangan yang menjadi hak sekolah,

aitu : .
::) Kewenangan dalam bidang manajemen;
2) Kewenangan dalam pembelajaran dl_sekolah;

3) Kewenangan dalam bidang personalia;

4) Kewenangan dalam bidang keuangan;

5) Kewenangan dalam bidang fasilitas; dan

§) Kewenangan dalam hubungan masyarakat,
Kewenangan Yyang dimiliki oleh sekolah tersebut,
dalam hal ini SMK, secara otomatis menjadi
tanggung jawab kepala SMK sebagai pihak pengelola
SMK. Kewenangan dalam bidang manajemen diukur
melalui 6 butir pertanyaan kewenanagan dalam hal:
(1) penentuan kebijakan manajemen; (2) perumusan
visi dan misi SMK; (3) prioritas tujuan program
sekolah; (4) pembukaan program studi; (5) strategi
menjalankan program; dan (6) evaluasi program.
Hasil penelitian diperoleh harga mean (M) sebesar
27,5 > mean harapan (Mh=18) dalam rentang nilai
minimum-maksimum 6-30 dengan skala Likert 1-5.
Ini menunjukkan bahwa pendapat Kepala Sekolah
tentang kewenangan SMK dalam bidang manajemen
memiliki kecenderungan yang tinggi. Hal ini berarti
aspek kewenangan manajemen dalam desentralisasi
pendidikan yang diusulkan dalam penelitian 1!
selaras dengan harapan kepala sekolah. .
Kewenangan Kcpala SMK dalam  bidang
pembelajaran diukur dalam 4 butir pertanyaan: )
pengembangan kurikulum, (2) sinkronisasi program
dengan DU/DI, (3) pengelolaan kegiatan belajar
mengajar, (4) pelibatan DU/DI. Hasil penelitian
menunjukan bahwa harga mean M)=18> Mh =12
dalam rentang nilai 4-20 dengan skala Likert l-_S. Ini
berarti kewenangan kepala SMK dal 5
pembelajaran tinggi. Kewenangan kepala SMK di
bidang personalia, keuangan, fasilitas, dan h?bunsﬂﬂ
dengan masyarakat juga tinggi. Masing-masiné skor
mean untuk ke 6 SMK di atas Mh sebagaiman
disajikan di tabel berikut

Tabel 1. SkorMean dan M# Kewenangan K,
an Ky

——
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‘pala SMK dalam Desentralisasi Pendidikan

Aspek Kew ———
enmgan 2 YK 3IVE T
——— | M
1. Manajemen _%T—“Mh M/Mh h:[fsh:h 2Ps 2WS
2. Pembelajaran | 1&/ 3018 24/18 30/18 MAh 1 MMh
3. Personalia ___'Tsr_n" 20112 16/12 2012 2818 30/18
4 Kevangen o —oil | 1612 20112 T
5 Fasililas T ,’9 L5/9 1219 1519 2012 -LiE
6. Hub. Masyaraliat A2 1202 16/12 20112 T 159
2012 14/12 20/12 ]19:3 | iouﬂi ]|
Peran Majelis Sekolah
P * . : ] .
eran M;::;::Sl::‘?l‘rhd:hm?duknnan PSG x:ﬁ‘ pasangannys; (3) Memotivasi SMK dan
; ajelis Sek e 1p gannya dal 1al .
dalam tujuh hal, yaitu (1) &t:gkgr?i)inifu:::hm Membentuk tim sistim Ptﬂ‘;jirm'dm Mﬁ:igs;?.
membantu  pelaksanaan  sitem ériamy
. pengujian  dan

- penyesuaian materi pengujaran di sekolah dan di

institusi pasangan; (2) Menjadi mi
p ) jadi mitra SMK dal
;ﬂ:l:ekntl sd;{nk ‘mengajak DU/DI menjadi insli:;:
gan i (3) Menjadi mitra SMK dalam

perumusan dan penandatan
antara SMK dan !

kah kc:,'

sertifikasi; (7) Memasarkan tamatan
p;nelftinn ini tingkat keterlaksanaan keP'?Gp.:rEn‘ll:;;
diberi notasi: 4 = MS terlibat penuh; 3 = MS terlibat

namun belum optimal; 2 = MS terlibat tapi sangant

institusi

pesangannya; (4)

Memonitor pelaksanaan PSG baik di SMK maupun di

im; 1 = MS tidak terlibat dan tersjikan dalam

Tabel 2 berikut.

Tabel 2: Tingkat Keterlaksanaan 7 Peran MS dalam Pelaksanaan PSG

Keterlaksanzan Peran MS

2Yk

3Yk

-Notasi untuk SMK

iSy

2Ws

Mengkocrdinasikan kegiatan esuai
!nallui pendidikan di sekolah dei =
institusi pasangannya.

3

3

Menjm‘ii mitra SMI dalam mendekati dan
{nengaja.k DU/DI agar mau menjadi
institusi pasangan SMK.,

Menjadi mitra SMK dalam perumusan dan
penandatanganan naskah kerjasama antara
SMK dan institusi pasangannya,

Memonitor pelaksanaan PSG baik di SMK
maupun di institusi pasangannya.

Memotivasi SMK dan institusi
pasangannya dalam pelaksanaan PSG.

Membentuk tim sistem pengujian dan
sertifikasi serta membantu pelaksanazn

_sistem pengujian dan sertifikasi.

_Mgmasulmn tamatan PSG.

13
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Peran Majelis Sekolah Dalam Mengantisipasl
Desentralisasi Pendidikan
Secara umum ketelibatan Majelis Sekolah dalam
menjalankan perannya sebagai ‘jembatan” antara
dunia pendidikan dengan DU/DI sclama ini belum
dapat terealisir secara optimal. Mereka lebih banyak
berperan  seperti institusi Pasangan yang lain.
Sehingga dengan demikian fungsi Majelis Sekolah
dalam menjembatani antara dunia pendidikan dan
DU/DI dalam rangka berperan serts memelihara,
menumbuhkan, dan mengembangkan program
gc_n;lidikan di SMK belum dapat terealisir dengan
aik.
Di era desentralisasi ini, Majelis Sekolsh sebagai
mitra SMEK diharapkan memiliki peran dan
tanggungjawab yang sama kuatnya dengan kepala
sekolah dalam menentulan arah, prioritss, dan
kebijakan operasional. Mujelis Sekolgh mempunyai
suara yang menentukan dalam pembuatan kebijakan.
Oleh karena itu, Majelis Sekolah memiliki kedudukan
peran yang strategis dalum pembuatan keputusan
kebijakan operasional bersama-sama kepala sekolah.
Untuk itu, Majelis Sekolah hendaknya selalu
mengikuti perkernbangan informasi SMK untuk dapat
ikut berperan dalam pengambilan keputusan dan ikut
bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Mnjellf

Sekolah juga diharapkan ~mampu rqmgmast

permasalahan yang sering menghambat pc:nmgk?tan

mutu pendidikan yaitu terbatasnya dana untuk biaya
operasional sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, dalam k‘or_neks

mengantisipasi kebijakan desentralisasi pendidikan,

peran Majelis Sekolah dalam mclak:.;anﬂkap PSG
pada SMK kelompok teknologi dan industri dapat
diringkas sebagai berikut. i )

1. Mengkoordinasikan kegiatan penyesuatan materi
pendidikan  di sekolah dan di- institusi

asangannya; : :

2. Kvlenjag:ﬁ n’:tra SMK. dalam r:gendekati dan
mengajak DU/DI, Asosiasi profesi, Departemen,
lembaga ateu instansi terkait lain agar mau
menjadi institusi pasangan melaksanakan PSG;

3. Menjadi mitra SMK dalam perumusaas;;rcl
penandatanganan naskah kerjasama antara
dan institusi pasangannya untuk melaksanakan

PSG;
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4. Memonitor pelaksanaan PSG, baik di smk

) maupun di institusi pasangannya;

5. Memotivasi SMK dan institusi pasanganny,

" dalam pelaksanan PSG; .

6. Membentuk tim sistem pengujian dan sertifikas;

+ e menciptakan kondisi yang memungkinkap
terjadinya pelaksanaan -sistem pengujian dan
certifikasi yang mengacu kepada  kebutuhap,
Japangan kerja;

T M?n?gsukan tamatan PSG; )

g, Ikut menentukan dalam pembuatan kebijakan
operasional bersama-sama  dengan  kepaly

9 ;ﬂ::;:m sumbangan saran dan kritik yang

" bersifat membangun terhadap penyelenggaraan
progmn-program pendidikan  serta  dapat
memberikan  alternatif pemecahan  dalam
menghadapi permasalahan di SMK; .

10. Menjadi mitra SMK dalam_ penerimaan siswa

1. bgemr;:eranseﬂa dalam tahap persiapan PSG
maupun tahap pelaksanaan PSG; dan

12. Membantu sekolah dalam usaha penggalian dana.

laan Proses Belajar Mengajar dalam PSG
::::::3:..“. Proses Belajar Mtn.gajar di SMK
Pengelolaan proses belajar mengajar (PBM) di SMK
dalam kontek desentralisasi pi:qd:dnkan dual.mkm
mencakup kewenangan dalam tiga tahap, yaitu t?.hap
persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap CVal.UHSl.
Dalam konteks pelaksanaan PSG, tahap persiapan
PBM meliputi kewenangan guru melakukan
sinkronisasi pengajaran di SMK dan DU![?I Tahap
pelaksanaan PBM meliputi kewenangan pll.tak ‘
sekolah, khususnya guru, dalam pengorganisasian
media, materi, pengembangan PBM, dan supervisi.
Tahap evaluasi meliputi kewmmgan.pembuatan soal-
soal ujian, komponen yang dievaluasi, d-an -
pengarganisa.siaan pelaksanaannya. I:las;l pen_ehgan
untuk tiga tahap pengelolaan PBM di SMK disajikan
dalam Tabel 3 berikut dengan keterangan notasi :

3 = terlaksana baik sesuai program; _

5 = terlaksana dengan kadang tidak scsual program;

1 = tidak terlaksana.

Tabel 3: kg,
itas Pengelolagn PBM Jurusan
[ e L0

Kewe Nangan Pengelolaan PBM

Pesia;m .

8. Sinkronisasj kurikulum

YK [3YK
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Bangunan dit SMiN niy,

SMK

2DP [1SY [2Ps [2ws

e

b, ”&mﬂ;@_____
1) Guru

2 Metode

3) Alat&Bahan

4) Keuangan

5) Waktu &Jadwal

6!Bs.ha.n ajar

1 [0 [t o fran o3 fra

c. Saran dalam persiapan PRI
0 dalam persiapan PBM _
Pelaksanaan PBM EBM

(W Wy [y [ (W3 W) [FL}

o [ [ fua fo
b Bl (b | = b [
o [ [ n [0 Jd fund Jonr

a. Media PBM

b. Materi PBM

¢. Pengembanyan PEM

d. Supervisi

[0 ) [ [

(g g O L ]

Pelaksanasn evaluasi

o s fus fuo [ha ] [t Juos [ 1t oot [t 2 1"”

o [t [l o =
W [t |1 [l =
{1 |2 fr2

Pengelolaan PBM di
g:sentrnllisasi Pendidikan
sentralisasi pendidikan meru

n?cndclegasikan ubagju#ulump;kmw:\ﬂ:::a:m'::

blqang pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh
unit Ppusat kepada unit dibawahnya, Desentralisasi
pendidikan di sekolah merupakan pendelegasian
wewenang dari kepala sekolsh pada guru dan bahkan
guru kepat%a siswa, sehingga secara ideal siswapun
mempunyai kewenangan untuk memilih cara belajar
yang sesuai demgan minat dan bakatnva dengan
tentunya masih di badaw  bimbingan guru.
Wewenang guru  dalam  melaksanakan dan
mengembangkan pendidikan diantaranya adalah
penggunaan madia, pengemban snggunaan
metode dan pengembangan mungt:: r:l:lm yang
diajarkan, Guru dan siswa harus saling menunjang
dalam keterlaksznaan PBM baik menyangkut situasi
kelas, dinamiks kelas, penggunaan sezrana dan
prasarana, pelaksanaan konsultasi dan tanya jawab
dalam pembelajaran.

Kendala utama colam penyelenggaraan desentralisasi
pendidikan di SMK khususnya adalzh masalah’dana
untuk pelaksanaan PSG secara menyeluruh. Pihak
sekolah diharapkan lebih aktif dan inovatif terhadap

SMK Dialam Kootek

‘penggalian dana agar PBM, termasuk di dalamnya

PSG, dapat terleksana dengan optimal. Usaha yang

“dapat dilakukan dalam penggalian dana diantaranya

adalah dari wali murid, UPJ, dan dari industri yang
diusahakan menjadi pariner dan sponsor dalam
pelaksanaan PSG. Dalam era desentralisasi ini

diharapkan pengelolaan PBM dapat meningkatkan
lc.et_nem_ukll'lun proses belajer di sekolzh dan berlatih
di institusi pasangan sebagai satu kesatuan utuh untuk

i dilapangan. Hal yang perlu

dilaksanakan dalam pelaksanaan PSG adalsh:

(1) pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas
antara sckolah dan industri yang diwujudkan
dalam penjadwalan yang jelas;

(2) PBM disekolah merupakan persizpan bagi siswa
untuk terjun dan mengerjakan tugas di industri;

(3) PBM di sekolah dan institusi pasangan
diarahkan mencapai kompetensi tamatan yang
mengacu pada  profesionalme  selaligus
mempunyai bekal yang memadai (broad-based

knowledge) untuk mengikuti perkembangan
teknologi . '

Pengelolaan Proses Belajar Mengajar di DU/DI

Sampel DU/DI pada penelitian ini adalah industri Jasa *
konstruksi pkhususnya kontraktor yang telah dan -
sedang menjadi institusi pasangan SMK Negeri i eas

DIY dengan Klasifikesi A (besar) dan B (sedang) -
masing-masing sejumlah 3 perusahaan, yait untuk |
industri kela A adalah PT Perwita Karya, PT Sinar.
Waluyo, PT Tri Karsa dan untuk industri kelas B
adalah PT Erkindo, PB Kumia Jays, CV Alamanda
Teknik. Industri kelas C (kecil) tidak dimasukan
sebagai sampel penelitian dengan pertimbangan
industri kecail kurang siap dalam penyelenggarsan
pelatihan PSG baik dari segi sumber daya manusia,
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manajemen, dan fasilitasnya. Pengelolaan PBM di
DU/DI disini memfokuskan pada 4 aspek, yailu :

(1) persiapan, (2) pelaksanaan, (3) pengawasan, dan
(4) evaluasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwn secnra umum
pengelolaan  PBM  di  DUDI  menujukan
kecenderungan yang sama baik untuk industri kelas A
mavpun  industri kelas B. Tabel 3  berikut

Tabel 5. Tingkat Keterlaksanaan PBM di DU/DI

mendiskripsikan tingkat pengelolaan PBM di DU/DI
di ke 6 industri sampel (A: Perwita Karya, Sinar
Waluyo, Tri Karsa dan B: Erkindo, Kurnia Jaya,
Alamanda Teknik) dengan ¢ Catatan notasi 3 =
terlaksana dengan baik, 2 = terlaksana dengan apa
adanya, dan 1 = sedikit sekali keterlaksanaan sesusi
apa yang scharusnya.

DU/DI
Jo. Pmus:'la]u Mengajar n — =
bai oDl PK [ SW [ TK | EK:['KI | AT
1. Perencanaan :
8. Pemahaman konsep pelatihan 1 1 | 1 1 1
b. Penyusunan program pelatihan bersama 3 1 1 1 1 1
c. Penctapan GBPP pelatihan 3 1 1 1 1 1
d. Melengkapi program pendidikan 3 |3 3 3 Li
e. Penetapan jadual pelaksanaan pelatihan 3 3 3 3 3 i
f. Kualifikasi instruktur - 3 3 3 3 3 3
g. Keteradaan instruktur 1 3 i 3 3 .
h. Kernampuan awal siswa pelatihan 3 3 3 3 3
2 Pelaksanaan : 3
a Pembekalan siswa 3 3 3 3 3
b. Orientasi siswa 3 3 1 3 1 1
¢. Kewajiban dan hak siswa 3 3 3 3 - | 3
d. Aktifitas siswa : | 3 3 3 3 3
¢. Penyelesaian program pelatihan 3 3 3 3 1 1
f. Hambatan pelatihan 3 3 3 3 3 )3
g- Inisiatif pembelajaran pelatihan 3 3 3 k| 3|3
h. Usaha adaptasi siswa 3 3 3 3 3 3
i. Rotasi siswa 1 3 3 3 3 3
3 Evaluasi :
a. Ujizn setelah pelatihan 1 3 1 3 1 1
b. Standar peniluian sertifikat 3 3 3 3
4. Pengawasan dan Pengendalian :
a. Pengawasan dan pengendalian SMK 3 3 3 3 3 1
b. Pengawasan dan pengendalian industri 3 3 3 3 k|
c. Pengawasan dan pengendalian pihak-pihak 3 1 1 1 1 1
terkait
d. Pengendalian dan pengawasan pada diri siswa 3 k| 3 3 3 3

Pengelolaan PBM di DU/DI Dslam Koatek
Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan atau
pemberian kewenangan yang lebih besir kepada
sekolah. Dalam konteks desentralisasi pendidikan,
maka beberapa kebijakan kerjasama antara SMK dan
DU/DI yang telah dirintis perlu dimantapkan bahkan
dikembangkan. Pihak DU/DI perlu didorong
bekerjasama dengaaan SMK. Untuk itu  baik

pemerintah pusal dan daerah perlu memfasilitasi dan
mendorong hal ini, misal dengan meringankan pajak,
memprioritaskan kredit untuk pelatihan atau bentuk
insentif lainnya. Dengan demikian DU/DI termotivasi
untuk berperan serta dalam pelaksanaan PSG,
misalnya dalam hal (1) perencanaan pelatihan PSG;
(2) pengembangan Stndar Ketramilan; (3)
pengembangan kualitas instruktur; dan (4) seleksi
siswa peserta PSG,

Pelaksanann Uji Kompetens|

Dalam pelaksanian uji komp i setisp sekolah
melakukan secara sendiri-sendiri, kecuali SMKN 2
dan SMKN 3 Ycgyakarta dalam penyelenggaraan uji
komp i bergabung menjadi setu. Penelitian ini
mendeskripsikan  tingkat  keterlaksanman  uji
kompetensi  deagan  mengacu  pada  ketentuan
Dikmenjur, yaitu mencalup 3 aspek: organisasi
pelaksanaan, soal dean penilaian, dan sertifikasi..
Dalam hal organisasi pelaksanaan, penanggung jawab
utama pelaksanaan uji kompetensi yang semestinya
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dalam* uji kompetensi merupakan perwujudan dari
partisipasi masyarakat yang merupakan esensi dari
desentralisasi pendidikan. Hal ini selaras dengan

- pendapat Rumtini  dan  Jiyono (1999) yang

menyatakan bahwa program desentralisasi pendidikan
ditandai dengan adanya otonomi luas di tingkat
sckolah, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan
dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional,
otonomi diberikan agar sekolah dapat leluasa
mengelola sumber dayanya dengan
mengalokasikannys  sesuai  dengan  prioritas

menurut petunjuk teknis  Dik

han dan agar sckolah lebih tanggap akan

! ya
didominasi oleh orang-orang DU/DI, namun
kenyataannya penanggung jawab utama mesih ada di
pihak sekolah. Perbandingan kamposisi ideal anggota
tim penguji esel DU/DI dibanding sekolah yang
menurut petunjuk Dikmenjur = 2 : 1, kenyataannya
karena kesulitan mencarai DU/DI yang bersediadan
memadai, maka komposisi disesuiakan menjadi 2:3.
Jadwal atau waktu ujian kompetensi diteniukan oleh
Kanwil, sekolah bertindak setelah ada pemberitahuan,
Pembiayaan uji kompetensi idealnys berasal dari
DU/DI karena sckolah membuat produk untuk
mereka, tetapi benyalaannya dana ditanggung oleh
sekolah yang diambilken dari dena BP3. Tempat
pelaksanaan uji kompetensi di laksanakan di sekolah.
Untuk pengadaan alat den bahan tergantung dari
materi yang diujikan, maka dari itu dalam kenyataan
pemilihan materi uji kompetensi disesuaikan dengan
ketersediman alat dan keefisienan bahan yang
diperlukan, disamping mempertimbangkan kekhasan
materi di jurusan, schingga tidak menyulitkan
sekolah,

Sistem penilaiannya menggunakan Penilaien Acuan
Patokan dengan rentang nilai 0 — 100 dan standar
kelulusan 65. Nilai akhir (NA) dihasilkan dari
penjumlahan 20% nilai teori + 70% nilai praktik +
30% nilai w Ada ) derungan MS hanya
bersedia meluluskan siswa yang memang betul-betul
melewati NA, tetapi karena jumlah siswa ini sedikit
akhimya Kepala Sckolah kadang mengambil
keputusan untuk meluluskan. Hasil penelitian potret
tingkat keterlakzanaan uji kompetensi untuk ke 6
SMKN di DIY disajiken dalam Tabel 4 breikut
dengan keterangnn notasi 5 = terlaksana dengan baik,
2 = terlaksana dengan apa adanya, dan 1 = belum

terlaksana,

Antisipasi UjJi Kompetensi Dalam  Konteks
Desentralisasi Pendidikan

Implikasi dari desentralisaasi terhadap pelaksanaan
uji kompetensi adalah perlunya mendorang peran dari
WKP dan MPKN yang sclama ini belum optimum,
Pelzksanaan uji kompetensi sast ini dikelola
sepenuhnya oleh sekolah bersama DU/, BP3
maupun instansi terkait. Keterlibatan semua pihak ini
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kebutuhan setempat. Lebih lanjut Nuril Huda (1999)
menegaskan bahwa esensi dari  desentralisasi
pendidikan adalh pemberian- kesempatan kepada
orang tua, siswa, dan anggota masyarakat dalam
membuat keputusan, khususnya anggaran, personalia

- dan kurikulum atau pengajaran. Sumber-sumber yang

g lisasi (: f\ll'lpi pendidikan)

hendaknya tersedia dengan cukup dan mampu
mendukungnya, entara lain biaya, tenaga, dan
keahlian.
Sebagaimana telah diutarakan di depan desentralisasi
pendidikan mencakup pelimpahan wewenang 6 dalam
bidang manajemen, -pembelajaran, personalia,
keuangan, fasilitas, dan hubungan masyarakat, maka
pelaksanaan uji kompetensi yang ada saat ini sudah
mencakup ke 6 ke gan tersebut. K 1gan di
bid j 1 dalam kemandirian
y2 panitia penyclenggara dalam
perencansan, pelaksanaan, dan  evaluasi  uji
kompetensi. Kewenangan dalam bidang pembelajaran
tercermin  dalam penentuan materi dan metode
pelaksanaan, kewenangan dalam bidang personalia
tercermin dalam  penentuan  personil  panitia
penyelenggara, kewenangan dalam bidang keuangan
tercermin dalam penggalian dana yang bekerjasama
dengan BP3, kewengan dalam bidang fasilitas
tercermin dalam usaha pengadaan tempal, alat, dan
bahan, kewenangan dalam bidang - hubungan
masyarakat lercermin dalam pelibatan DU/DI dan
instansi terkait selama inl telah terlaksana dalam
pelaksanaan uji kempetensi

-} 4
Tabh L
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Dari penelitian pelaksanzan PSG di SMIIE _Jun_am
Konstruksi Bangunan sc¢ DIY dan antisipasinya
terhadap A 1
disimpulkan beberapa hal yang esensi sebagai

kebijakan Desntralisasi  Pendidikan

berikut:

1.

Secara umura kepala sekolah telah me_laksa_naka.rl
ke 6 perannya sesuai yang d_igans‘kan S!eh
Dikmenjur (manajemen, p pin, wira

isor, i iklim, dan administrator)
::lp:;v kataggj;mbm (nilai skala p). Bebcr!pn
sekolah masih perlu meningkatkan sikap proaktive
dan kreativitas dalam pengembangan ‘uh?Iah
(nilai skala D). Dalam konteks artisipasinya
terhadap kebijakan Desntralisasi Pendidikan,
semua kepala SMK di DIY merasa telah
memperolch tingkat kewenangan yang cukup
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Tabel 6: Kualitar Keterlak Uji Kompetensi SMK di DIY '
[~ Responden
No | | sMK
Indikator —_— | 2&3 2DP |1 2Ps |2 Kecenderungan
YK SY ws
a. Organisasi Pelaksanaan
1. Keanggotaan panitia dan tim penguji 3 3 3 3 3 k)
8 Komposisi tim penguji 3 1 1 1 1 1
3. | Pengawns dan penguji 1 1 1 1 3 1
4, Pengaturan jadual 1 3 3 3 3 3
S. Pendanaan 1 1 1 1 1 1
6. Pengadaan tempat, alat, dan bahan 3 3 3 3 3 3
T Penentuan syarat peserta 3 1 1 3 1 1
8. Mengundang siswa 1 1 1 1 1 ;
9. Naskah kerjasama 3 1 1 3 3 ;
10. | Program kerja 1 1 1 1 : :
1 Pengembangan  sistem  dan  organisasi | 1 1 1
laksanaan
b. Soal dan Penilaian
1. | Penyusun soal 1 1 } : i :
2. Pengelola soal 1 1 : : : :
3. Proposal kebutuhan dan distribusi soal 1 1 . : . 8
4. Pemilihan materi ) 3 1 : > 13 1
5. Keterkaitan materi PI dan uji kompetensi 1 ; - . : 3
6. Laporan Praktik Industri - 3 : 2 2 5
7. Aspek penilaian perilaku Praktik Industri 1 ; - 3 : 2
8. Aspek kompetensi k] ’ : . : :
9. Penilaian hasil o 1 3 3 : § 3
10. | Sistem penilaian dan standar kualitikasi ; g 8 . 4 3
1. | § t kelulusan
12. Sﬁm’ kompetensi yang digunakan 3 3 3 3 3 3
c. Sertifikasi 5 3 3 3 3 3
l. Penerbit : " i 1 i 1
2. Pengelola 3 3 3 3 4 3
3. Penandztangan 5 3 1 \ 3 1
4. Pengawasan
Penut dalam lima aspek: manajemen, pengelolaan PBEM,
enutup

penentuan  personalia, keuangan, pengaturan
fasilitas, dan hubungan dengan masyarakat.

. Umumnya MS belum dapat secara penuh

melaksanakan perannya sesuai yang dirumuskan
Dikmenjur: ikut menentukan kebijakan sekolah,
menjembatani hubungan SMK dan DU/DI,
membantu  sckolah  dalam  pengembangan
kurikulum dan UPJ, pengembangan guru dan staf,
dan pengembangan sarana pmmna,_mem_bdntu
penyelenggaraan uji kompetensi, scrtifikasi, dan
memasarkan lulusan. Peran MS yang sudah
terlaksana dengan baik (nilai skala A) adalah
menjedi mitra SMK  dalam perumusan dan
penandatanganan naskah kerjasama SMK dan
institusi pasangannya. Skala nilai B untuk peran
MS dalam hal mengkoordinasikan kegiatan

" dengan skala nilai B.
2 Mam 1 1L e

?myesun'un mar.e'n pengajaran di SMEK dan

mst_itusi pasangannya. Sedanag peran MS

paling belum terlaksana (skala nilai D) adamlag
rk Tul k li SMK 2 P ik

Desntralisasi Pendidikan, | A
ntralisasi an, lima MS
dirumuskan  Dikmenjur sud::m dlmxg
memadai. Infrastruktur (antara lain peraturan, SK
bersama antara Depdiknas, Depnaker, dan
Deperindag) dan sistim insentif belum ada atau
belum memadai sehingga MS belun mampu
melaksanakan perannyn secara optimum,

. Pengelolaan PBM di SMK dalam aspek persiapan,

pelaksanaan, dan evaluasi untuk pelaksanaan PSG
secara umum telah berjalan dengan baik, yakni
skala nilai A, kecuali keterbatasan dana dalam
persiapan  PBM untuk SMK 2 Yogyakarta
mendapat skala nilai C. Dalam antisipasinya
terhadap kebijakan Desentralisasi Pendidikan,
kewenanagn guru dan hak siswa dalam
pengelolaan  PBM di SMK jurusan Konstruksi
Bangunan dalam beberapa aspek belum memadai,
entara  lain  kewenangan guru  dalam
mensinkronkan silabus dengan kemaj logi
yang ada di DU/DI, kesempatan guru
mengembangkan  karir  akademik  maupun
profesionalisme, pendekatan PBM konstruktivism
yang memberi keleluasaan siswa -dalam cara

i tujuan pengaj sesuai bakat dan
minat siswa, evaluasi PBM belum dilaksanakan
secara terbuka (opened).

. Perigelolaan PBM di DUMI dalam aspek

P p man, dan evaluasi belum
sepenuhnya terlaksanan secara baik. Dalem aspek
perencanaan, yaitu pemah dan peny
program pelatihan  belum memadzai. Dalam
pelaksanaan PBM orientasi siswa peserta PSG dan
rotasi pekerjaan  bagi  siswa  juga belum
dilaksanakan oleh semua DU/DI  secara
memuaskan, Dalam aspek evaluasi, ujian di akhir
masa pelatihan juga belum terlasana dengan baik.
Dalam antisipasinya terhadap terhadap kebijakan
Desntralisasi  Pendidikan, DU/DI  belum
gambil | dalam kan stand

ketrampilan. Kewengan yang sudah ada pada
instruktor untuk mengelola PBM belum disertai
kemampuan profesi sebagai instruktor.

uji komp i sebagai digariskan

q

’ ole Dikmenjur beberapa hal belum terlaksana

secara penuh, antara lain komposisi tim Uji
Kompetensi masih didominasi oleh pihak sekolah
(skala nilai C), institusi pasangan belum terlibat
secara penul dalam pengawasan uji kompetensi
(skala nilai D), dana uji kompetensi sepenuhnya
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masih menjadi beban sekolah dan khusunya BP3.
Inslitusi pasangan belum  terlibat dalam
peny soal uji komp i (nilai skala D).
Dalam  antisipasinya  terhadap  kebijakan
Desentralisasi Pendidikan, keterlibatan MPKP
(WKF), asosiasi profesi yang scharusnya telah
terlal secara  opti belum terwujud.
Kerjasama antar tiga dep yang diperiuk

untuk memperlancar pelaksanaan PSQ, yaitu
Depdiknas, Depnaker, dan Deperindag belum juga

terwujud.
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